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Abstract

This research aims to evaluate the effectiveness of Regional Regulation Number 03 of 2014 concerning
Public Order at Datuk Rubiah Market, Bangko District, Rokan Hilir Regency. This regulation was created to
create order and comfort for traders and market visitors, but its implementation often faces various obstacles.
The research method used is a qualitative approach with data collection techniques through observation, in-depth
interviews and document study. The research results show that the implementation of this regulation is not
optimal. Several influencing factors include lack of socialization, lack of supporting facilities and infrastructure,
and low awareness and compliance from traders. This research suggests the need for increased socialization of
regulations, additional market facilities, and stricter supervision to increase compliance with Regional
Regulation Number 03 of 2014.
Keywords: Evaluation, Regulations, Public Order

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi efektivitas Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun
2014 tentang Ketertiban Umum di Pasar Datuk Rubiah, Kecamatan Bangko, Kabupaten Rokan Hilir.
Peraturan ini dibuat untuk menciptakan ketertiban dan kenyamanan bagi pedagang dan pengunjung
pasar, namun pelaksanaannya sering kali menghadapi berbagai kendala. Metode penelitian yang
digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi,
wawancara mendalam, dan studi dokumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan
peraturan ini belum optimal. Beberapa faktor yang mempengaruhi antara lain kurangnya sosialisasi,
minimnya sarana dan prasarana pendukung, serta rendahnya kesadaran dan kepatuhan dari para
pedagang. Penelitian ini menyarankan perlunya peningkatan sosialisasi peraturan, penambahan
fasilitas pasar, dan pengawasan yang lebih ketat untuk meningkatkan kepatuhan terhadap Peraturan
Daerah Nomor 03 Tahun 2014.

Kata Kunci : Evaluasi,Peraturan, Ketertiban Umum
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Pendahuluan

Pasar merupakan salah satu tempat penting dalam kegiatan ekonomi masyarakat.
Pasar Datuk Rubiah yang terletak di Kecamatan Bangko, Kabupaten Rokan Hilir, memiliki
peran strategis sebagai pusat perekonomian daerah. Namun, seiring dengan pertumbuhan
ekonomi dan peningkatan jumlah pedagang, masalah ketertiban umum sering muncul di
pasar ini. Untuk mengatasi hal tersebut, pemerintah daerah menetapkan Peraturan Daerah
(Perda) No. 03 Tahun 2014 tentang Ketertiban Umum. Perda ini diharapkan dapat
menciptakan kondisi pasar yang tertib, nyaman, dan aman bagi para pedagang maupun
pengunjung. Namun, efektivitas Perda No. 03 Tahun 2014 dalam menciptakan ketertiban di
Pasar Datuk Rubiah masih menjadi pertanyaan. Sejumlah permasalahan ketertiban seperti
pedagang yang berjualan di luar area yang ditetapkan, kebersihan yang kurang terjaga, dan
ketidakteraturan parkir masih sering ditemui. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan
untuk mengevaluasi sejauh mana Perda No. 03 Tahun 2014 telah berhasil diterapkan di
Pasar Datuk Rubiah dan dampaknya terhadap ketertiban umum di pasar tersebut.

Di Indonesia permasalahan yang mengganggu ketertiban umum salah satunya adalah
Pedagang Kaki Lima (PKL) yang telah menjadi dilema dan menimbulkan pro kontra,
demonstrasi dan juga bentrok antar warga ataupun apparat. Pedagang kaki lima atau yang
sering disingkat dengan PKL yaitu mayoritas pedangan kaki lima merupakan salah satu
bentuk usaha sektor informal, sebagai alternatife lapangan pekerjaan bagi kaum urban.
Lapangan pekerjaan yang semakin sempit ikut mendukung semakin banyaknya masyarakat
yang bermata pencaharian sebagai pedangan kaki lima. Pedangan kaki lima biasanya
menjajakan dangannya ditempat-tempat umum yang dianggap strategis seperti trotoar,
bahu jalan dan badan jalan. Keberadaan pedagang kaki lima (PKL) yang menempati ruang
yang bukan pada peruntukannya sebagaimana yang terjadi di daerah jalan protokol pada
kenyataannya belum ditata menurut ketentuan peraturan daerah yang di buat oleh
pemerintah daerah kabupaten Rokan Hilir. Masih banyak dan bahkan banyak bermunculan
lapak-lapak dan bangunan-bangunan liar baru di tempat aktifitas masyarakat belum
mendapatkan penanganan penataan sebagaimana mestinya. Keberadaan pedagang kaki
lima (PKL) yang beralokasi di jalan-jalan memang sangat mengganngu ketertiban lalulintas,
apalagi pada pagi hari saat aktifitas masyarakat baik dari pelajar mau pergi sekolah maupun
masyarkat lainya yang mau berkerja.

Untuk mengatasi permasalahan tersebut, Pemerintah Kabupaten RokanHilir
mengeluarkan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 03 Tahun 2014 tentangKetertiban Umum.
Berdasarkan Peratuan Daerah ini menjelaskan larangan bagi pedagang kaki lima berjualan
ditempat yang mengganggu ketertiban umum seperti tertuang dalam Pasal 10 berbunyi:

Ayat (1) : “Setiap orang / badan hukum dilarang menimbun dan/atau meletakkan
barang dagangannya di trotoar atau badan/tepi jalan umum”.

Ayat (2) : “Setiap orang dilarang meiakukan kegiatan bongkar/muat barang di pinggir
jalan yang dilalui kendaraan umum, kecuali langsung memindahkan barang dari kendaraan
ke rumah tempat tinggal, Toko, Kedai atau warung”.

Dan pada Pasal 20 ayat (2) yang berbunyi:
“Setiap orang atau badan usaha dilarang menjajakan barang dagangan, membagikan

selebaran atau melakukan usaha tertentu dijalan, trotoarjalur hijau, taman atau tempat

Rahmat Kurniawan dan Herdi Salioso
Journal of Public Administration Review Vol. 1 No. 2 /2024 1143



umum dengan harapan menghadapi imbalan kecuali yang diizinkan Bupati atau Pejabat
yang ditunjuk”. Pedagang kaki lima sering dianggap illegal, hal ini dikarenakan para
pedagang kaki lima menjajarkan barang dagangannya diarea publik. Seperti trotoar, bahu
jalan dan tempat tempat lainnya diarea publik. Kehadiran dari pedagang kaki lima ini juga
sering dikaitkan dengan kesan negative bagi lingkungan perkotaan, dimana dengan
munculnya pedagang kaki lima memberikan kesan buruk, kotor, kumuh, merusak tatanan
keindahan kota dan tidak tertib. Maka dari itu para pedagang kaki lima sering menjadi
target dalam kebijakan-kebijakan, contohnya pengalokasian dan penggusuran.

Tinjauan Pustaka
Konsep Administrasi Publik

Menurut Nawawi (Syafii, 2013:5) administrasi adalah segenap rangkaian penataan
kerjasama antara lebih dari dua orang untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Usaha
kerjasama dua orang manusia tersebut dapat dilakukan baik dikehidupan bermasyarakat
maupun dalam berbagai bidang kehidupan seperti bidang usaha atau bisnis, kehidupan
politik, kehidupan berbangsa maupun kehidupan bernegara. Sedangkan pengertian
menurut siagian (2010:2) bahwa administrasi merupakan keseluruhan proses kerja sama
antara dua orang atau lebih yang didasarkan oleh rasionalitas tertentu dalam rangka
mencapai tujuan yang ditentukan sebelumnya. Menurut Sutarto dalam Pasolong (2010:69)
bahwa administrasi adalah segenap rangkaian penataan terhadap pekerjaan pokok yang
dilakukan oleh sekelompok orang yang bekerja sama untuk mencapai tujuan tertentu.

Menurut Zulkifli (Sedarmayanti, 2010:12) bahwa konsep administrasi didentikan
dengan berbagai bentuk keterangan tertulis, dalam studi administrasi dikonsepsikan sebagai
administrasi dalam arti sempit. Pada konteks ini administrasi diartikan sebagai rangkaian
pekerjaan ketatausahaan atau kesekretariatan yang terkait dengan surat menyurat
(korespondensi) dan pengolahan keterangan tertulis lainnya. Sedangkat menurut Sagala
(Ndara, 2013:40) definisi administrasi secara secara teoritik adalah melayani secara intensif,
selanjutnya dilihat secaraetimologis, administrasi diartikan dan dibagi menjadi dua kata
dalam Bahasainggris yaitu “administer” artinya kombinasi dari kata latin yang terdiri dari
Ad danMinistre yang berarti “to serve” yang artinya melayani, membantu dan
memenuhi.Lebih jelas lagi kata Ad artinya intensif sedangkan ministre yang bearti melayani,
mengarahkan dan membantu.

Konsep Kebijakan

Adanya pemahaman tentang definisi dari kebijakan public menurut pendapatan para
ahli, berdasarkan pendapat S.A Wahab mendefinisikan bahwa kebijakan public merupakan
suatu tindakan yang bertujuan untuk mengarahkandan mengusulkan oleh seseorang,
sekelompok orang ataupun pemerintah dalam lingkungan tertentu untuk dapat menemukan
peluang-peluang agar tujuan dapat diwujudkan sesuai dengan sasaran yang diinginkan
(Wahab, 2014:3).

Adanya batasan mengenai teori dan definisi dari kebijakan public yang disampaikan
oleh para ahli, walaupun secara spesifik siapa pelaku kebijakan publik, batasan yang sering
diberikan atas kebijakan publik sebagai hasil-hasil keputusan (decision) yang diambil oleh
pelaku-pelaku tertentu untuk tujuan- tujuan publik. Derbyshire (Winarno, 2012:507)
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menyatakan bahwa sekumpulan rencana kegiatan itu dimaksud adalah kebijakn public
untuk memberikan efek perbaikan terhadap kondisi-kondisi sosial, ekonomi dan politik.

Konsep Evaluasi Kebijakan

Istilah evaluasi mempunyai arti yang berhubungan, masing-masing menunjuk pada
aplikasi beberapa skala nilai terhadap hasil kebijakan dan program. Secara umum istilah
evaluasi dapat disamakan dengan penaksiran (appraisal), pemberian angka (rating) dan
penilaian (assesment), kata-kata yang menyatakan usaha untuk menganalisis hasil kebijakan
dalam arti satuan nilainya. Dalam arti yang lebih spesifik, evaluasi berkenaan dengan
produksi informasi mengenai nilai atau manfaat hasil kebijakan. Ketika hasil kebijakan pada
kenyataannya mempunyai nilai, karena itu hasil tersebut memberi sumbangan pada tujuan
atau sasaran. Dalam hal ini, dapat dikatakan bahwa kebijakan atau program telah mencapai
tingkat kinerja yang bermakna, yang berarti bahwa masalah-masalah kebijakan dibuat jelas
atau diatasi. (Dunn, 2000:587).

Evaluasi kebijakan publik Menurut Winarno (2002:165) Evaluasi pada dasarnya
dilakukan karena tidak semua program kebijakan publik meraih hasil yang diinginkan.
Seringkali kebijakan publik gagal meraih hasil yang diinginkan,dengan demikian maksud
evaluasi kebijakan itu ditujukan untuk melihat sebab- sebab kegagalan suatu kebijakan atau
untuk mengetahui apakah kebijakan publik yang telah dijalankan meraih dampak yang
diinginkan. Pengertian mengenai evaluasi kebijakan juga dikemukakan oleh Casley dan
Kumar yang dikutip oleh Abdul Wahab (2001:23), merumuskan evaluasi itu sebagai
penilaian terhadap kinerja proyek dan dampaknya pada kelompok sasaran dan daerah
tertentu.

Konsep Evaluasi Program

Setiap program pendidikan selalu diikuti dengan kegiatan evaluasi, baik menyangkut
hasil maupun terhadap proses pendidikan yang dilakukan. Banyak pakar yang
mengemukakan definisi tentang evaluasi, diantaranya adalah Grounlund dan Linn yang
mengemukakan bahwa evaluasi adalah proses yang sistematis dalam pengumpulan data,
analisis data dan interpretasi informasi untuk menentukan tingkat pencapaian tujuan
pengajaran, (2000:5). Djaali dan Mulyono menyatakan bahwa evaluasi sebagai proses
menilai sesuatu berdasarkan kriteria atau tujuan yang telah ditetapkan, kemudian diambil
keputusan atas obyek yang dievaluasi, (Agustino, 2012:58). Arikunto mengutip apa yang
dikatakan Suchman bahwa evaluasi sebagai sebuah proses menentukan hasil yang telah
dicapai beberapa kegiatan yang direncanakan untuk mendukung tercapainya tujuan,
(Nugroho, 2008:46).

Konsep Pedagang Kaki Lima

Pedagang kaki lima, atau yang sering disebut PKL merupakan sebuah komunitas
pedagang, yang kebanyakan berjualan dengan memanfaatkan area pinggir jalan raya.
Mereka menggelar dagangannya, atau gerobaknya, di pinggir perlintasan jalan raya. Dilihat
dari sejarahnya di Indonesia, PKL sudah ada sejak masa penjajahan Kolonial Belanda.
Menurut McGee dan Yeung (dalam Novita, 2014:27), pedagang kaki lima mempunyai
pengertian yang sama dengan “hawkers”, yang didefinisikan sebagai
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orang-orang yang menjajakan barang dan jasa untuk dijual, ditempat yang merupakan
ruang untuk kepentingan umum, terutama dipinggir jalan dan trotoar.oleh karena karena
tidak tersedianya ruang informal kota bagi pedagang kaki lima, maka pedagang kaki lima
menggunakan ruang publik,seperti badan jalan, trotoar, taman kota, di atas saluran
drainase, kawasan tepi sungai untuk melakukan aktivitasnya. Penggunaan ruang publik
tersebut biasanya terjadi di tempat-tempat strategis seperti diantara aktivitas formal.

Konsep Ketertiban Umum

Sesuai dengan isi dari UUD 1945 yang berbunyi “Kemudian dari pada itu untuk
membentuk suatu Pemerintah Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan
seluruh tumpah darah Indonesia dan wuntuk memajukan kesejahteraan umum,
mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang
berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan social”. Jadi maksud dari isi
UUD 1945 tersebut adalah tentang pentingnya mengatur ketertiban umum. Memajukan
kesejahteraan umum maksudnya jika masyarakat tidak menggunakan trotoar sebagai
tempat berjualan, maka trotoar berfungsi sebagaimana fungsi aslinya. Mencerdaskan
kehidupan bangsa, semakin masyarakat tertib terhadap aturan maka semakin nyaman pula
masyarakat tersebut dalam kehidupannya. Keadilan sosial disini maksudnya antara
masyarakat satu sama lain tidak ada yang merasa dirugikan.

Konsep Satuan Polisi Pamong Praja

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2010 tentang
Satuan Polisi Pamong Praja, dalam Bab I (1) tentang ketentuan umum disebutkan Satuan
Polisi Pamong Praja, yang selanjutnya disingkat Satpol PP, adalah bagian perangkat daerah
dalam penegakan Peraturan daerah (Perda)dan penyelenggaraan ketertiban umum dan
ketenteraman masyarakat. Polisi Pamong Praja adalah anggota Satpol PP sebagai aparat
pemerintah daerah dalam penegakan Perda dan penyelenggaraan ketertiban umum dan
ketenteraman masyarakat, dimana ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat adalah
suatu keadaan dinamis yang memungkinkan Pemerintah, pemerintah daerah, dan
masyarakat dapat melakukan kegiatannya dengan tenteram, tertib, dan teratur. Defenisi ini
juga disebutkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia nomor 40 tahun
2011 tentang pedoman organisasi dan tata kerja Satuan Polisi Pamong Praja. Menurut
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 6 tahun 2010,

Satpol PP dibentuk untuk membantu kepala daerah dalam menegakkan perda dan
penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat, di setiap provinsi dan
kabupaten atau kota dibentuk Satpol PP. Pembentukan organisasi Satpol PP berpedoman
pada Peraturan Pemerintah tersebut.

Metode

1. Jenis Penelitian: Penelitian ini bersifat kualitatif, yang bertujuan untuk
menggambarkan fenomena sosial secara rinci dan mendalam berdasarkan pandangan
informan di lapangan.

2. Lokasi Penelitian: Penelitian dilakukan di Kecamatan Bangko, Kabupaten Rokan
Hilir, yang memiliki karakteristik tertentu yang relevan dengan studi ini.

3. Teknik Pengumpulan Data: Data dikumpulkan melalui wawancara tidak berstruktur,
observasi langsung, dan dokumentasi. Wawancara dilakukan untuk mendapatkan
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informasi mendalam dari para informan, sementara observasi dan dokumentasi
digunakan untuk mendukung data yang diperoleh dari wawancara.

4. Teknik Analisis Data : Data yang dikumpulkan dianalisis secara kualitatif melalui
beberapa langkah seperti transkripsi hasil wawancara, reduksi data, analisis dan
interpretasi data, serta triangulasi untuk memeriksa keabsahan data.

5. Triangulasi : Teknik triangulasi digunakan untuk membandingkan data yang diperoleh
dari berbagai sumber atau metode untuk memastikan keakuratan dan validitas data.

Hasil dan Pembahasan

Berdasarkan hasil penelitian yang Anda lakukan mengenai evaluasi Peraturan
Daerah Nomor 03 Tahun 2014 tentang Ketertiban Umum di Kecamatan Bangko, Kabupaten
Rokan Hilir, beberapa temuan utama dapat disimpulkan sebagai berikut:

Efektivitas

Melalui hasil yang didapat dari data dan wawancara tersebut dapat disimpulkan
bahwa perda ini belum berjalan secara efektif hal ini dikarenakan kurangnya sosialisasi
kepada masyarakat tentang adanya perda ini. Dalam pelaksanaan pencegahan terjadinya
tindakan yang melanggar ketertiban umum di Kabupaten Rokan Hilir masih ada
peningkatan jumlah pelanggaran ketertiban sosial selama 3 (tiga) tahun terakhir, oleh karena
itu perda ini tidak dapat dikatakan efektif karena masih ada peningkatan kasus yang
menunjukan bahwa program tidak berjalan dengan baik dan diperkuat lagi dengan
pernyataan empat narasumber dan hasil realisasi kinerja Pemerintah setempat di Kelurahan
Bagan Batu Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir yang mendukung bahwa perda ini
belum efektif.

Pelaksanaan pengaturan dan pembinaan belum berjalan secara efektif dan efisien, ini
dilihat dari masih adanya pelanggaran yang dilakukan oleh beberapa PKL Pasar Datuk
Rubiah. Pelanggaran terhadap aturan yang telah ditetapkan tersebut terjadi akibat masih
kurangnya pemahaman PKL terhadap Kebijakan Perda Pengaturan dan Pembinaan PKL.
Sehingga efektivitas dari penyelenggaraan pengaturan dan pembinaan PKL belum tercapai.
Implementasi Peraturan Daerah ini belum sepenuhnya efektif. Banyak pedagang kaki lima
(PKL) yang belum memahami ketentuan dalam Perda tersebut, sehingga aturan ini tidak

dapat diterapkan dengan maksimal di lapangan.
Efisiensi

Dari segi efisiensi, pelaksanaan Perda ini juga masih kurang memadai. Hal ini
disebabkan oleh minimnya sumber daya dan sarana yang diperlukan untuk menegakkan
aturan secara konsisten di pasar.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Informan utama yaitu Para PKL yang
berjualan di Bahu Jalan di Pasar Datuk Rubiah dalam pelaksanaan implementasi Peraturan
Daerah Nomor 03 Tahun 2014, dapat ditarik kesimpulan bahwa sampai dengan saat ini
memang sosialsasi secara keseluruhan tentang isi dalam perda belum dilakukan, pemerintah
setempat hanya memberitahukan bahwa tidak boleh berjualan di bahu jalan ataupun trotoar
di sepanjang jalan Sudriman Pasar Datuk Rubiah Kecamatan Bangko, dan masalah
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penerapan denda juga belum dilakukan, aparat pemerintah setempat hanya memberi
teguran berupa lisan dan peringatan untuktidak berjualan di bahu jalan lagi.

Kecukupan

Indikator kecukupan cukup berhasil diterapkan. Hal ini terlihat dari beberapa aspek
penataan dan pembinaan PKL yang mulai berjalan meskipun belum optimal.

Berdasarkan hasil wawancara tersebut diatas, permasalahan lahan tersebut hampir
dialami oleh tiap pemerintah kota, tanpa terkecuali Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir.
Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir yaitu aparat yang tergabung dalam tim penertiban PKL
sendiri telah mengadakan penataan dan pembinaan

terhadap para pedagang kaki lima, dan hasilnya masih belum tercapai dengan baik
dan sesuai dengan tujuan atau sasaran utamanya jika dilihat dari beberapa kriteria evaluasi
kebijakan yang dipaparkan oleh peneliti.

Ukuran kecukupan dalam penelitian ini dapat dilihat dari kinerja tim aparat setempat
PKL di Kecamatan Bangko terutama di Pasar Datuk Rubiah Kelurahan Bagan Batu dalam
menata dan membina PKL. Apakah kinerja tersebut telah maksimal dan intensif dilakukan.
sehingga Kebijakan penataan dan pembinaan PKL berjalan dengan efektif. Selanjutnya
mengenai kinerja tim aparatsetempat, PKL di kawasan Pasar Datuk Rubiah akan di jelaskan
agar dapat mengevaluasi pelaksanaan kerja dan kebijakannya.

Pemerataan

Indikator ini juga dinilai berhasil karena tidak ada pihak tertentu yang merasa
dirugikan dengan diberlakukannya Perda ini. Namun, tempat relokasi yang tidak strategis
bagi para PKL menjadi tantangan dalam implementasi kebijakan ini.

Melalui hasil wawancara yang dilakukan didapat kesimpulan bahwa tim penertiban
sering terjadi karena yang disebabkan oleh berbagai hal. Dalam hal ini PKL yang masih
berdagang di kawasan Pasar Datuk Rubiah mempunyai alasan tersendiri mengapa mereka
masih berdangang di kawasan tersebut. Berdasarkan hasil penelitian dengan PKL yang
berada di beberapa kawasan ini, tanggapan yang mereka (PKL) berikan hampir sama.
Kejelasan kebijakan yang telah diinformasikan dan dijelaskan oleh aparat pemerintah
setempat PKL memang telah diketahui oleh para PKL dan mereka meminta agar pemerintah
harus lebih paham dan mengerti dengan nasib mereka ketika mereka direlokasi.

Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, di
dalam Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah tercatat bahwa untuk membantu
kepala daerah dalam menegakkan Perda dan penyelenggaraan ketertiban umum dan
ketentraman masyaakat dibentuklah Satuan Polisi Pamong Praja. Selanjutnya pembentukan
dan susunan organisasi Satuan Polisi Pamong Praja sebagaimana dimaksud berpedoman
pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 6 Tahun 2010 Pasal 1 ayat (8). Penegakan Perda
disini maksudnya Satpol PP berwenang hanya sebatas menegakkan Perda bukan Undang-
Undang. Jadi Satpol PP menegakkan Perda dengan melakukan tindakan penertiban yang
dianggap melanggar Perda yang berlaku.

Responsivitas

Pemerintah daerah dan pihak terkait telah berusaha merespons kebutuhan dan
keluhan masyarakat serta PKL, namun responsivitas tersebut masih perlu ditingkatkan agar
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lebih efektif. Melalui hasil wawancara yang dilakukan didapat kesimpulan bahwa
Responsivitas merupakan tanggung jawab yang diberikan kepada yang menerima layanan,
dalam hal ini yaitu PKL di kawasan Pasar Datuk Rubiah Kabupaten Rokan Hilir, masyarakat
dan pemerintah selaku aparatur dalam penataan dan pembinaan PKL. Seberapa jauh mereka
melihat kebijakan penataan dan pembinaan PKL ini berjalan dan diterapkan di Kabupaten
Rokan Hilir. Responsivitas juga dapat diartikan sebagai kemampuan untuk menyediakan
apa yang menjadi tuntutan seluruh masyarakat Kabupaten Rokan Hilir. Responsivitas
diharapkan dapatmenjadi cara yang efisien dalam mengatur dan mengevaluasi kebijakan
penataan dan pembinaan

Ketepatan

Oleh pihak-pihak terkait kebijakan tersebut. Berdasarkan hasil wawancara tersebut ,
dapat disimpulkan bahwa Dampak Pengaturan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima bagi
pemerintah, masyarakat dan PKL itu sendiri, banyak kemajuan yang didapatkan baik dari
pendapatan maupun dari peningkatan kemampuan dalam sumber daya manusia. Sehingga
bagi PKL Pasar Datuk Rubiah Kelurahan Bagan Batu Kecamatan Bangko mendukung
dengan adanya penertiban yang membawa dampak yang cukup positif.

Dampak negatif yang cukup dirasakan adalah kondisi pembeli memang tidak
seramai dulu tapi tetap pendapatan yang masuk stabil dan memang harga yang diberikan
sesuai dengan kawasan wilayah kabupaten. Aparat pemerintah juga mendapatkan dampak
dimana apa yang mereka sampaikan dapat terlaksana dengan baik walaupun belum
maksimal.

Faktor Penghambat

1. Kurangnya Sosialisasi Perda:
Banyak pedagang dan masyarakat umum yang belum sepenuhnya memahami isi dan
ketentuan yang diatur dalam Perda ini. Hal ini disebabkan oleh kurangnya sosialisasi
yang dilakukan oleh pihak berwenang, sehingga pengetahuan dan kesadaran terhadap
peraturan tersebut masih rendah.

2. Keterbatasan Sumber Daya:
Pelaksanaan Perda ini terbentur oleh keterbatasan sumber daya manusia dan sarana
yang diperlukan untuk menegakkan aturan dengan baik. Jumlah petugas yang bertugas
menjaga ketertiban di pasar seringkali tidak memadai dibandingkan dengan luas area
pasar dan jumlah pedagang.

3. Kepentingan Ekonomi Pedagang:
Beberapa pedagang merasa dirugikan oleh penegakan aturan ini, terutama jika lokasi
berjualan mereka harus dipindahkan atau jika ada pembatasan yang dianggap
mengurangi pendapatan mereka. Hal ini sering kali menyebabkan resistensi dari para
pedagang terhadap aturan yang diterapkan.

4. Kurangnya Koordinasi Antar Instansi:
Implementasi Perda ini memerlukan kerjasama antar berbagai instansi terkait, namun
kurangnya koordinasi dan komunikasi antar instansi tersebut sering kali menjadi

kendala. Akibatnya, pelaksanaan aturan menjadi tidak konsisten dan tidak merata.
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5. Ketidaktegasan Penegakan Hukum:
Terkadang, penegakan hukum terkait Perda ini tidak dilakukan dengan tegas. Hal ini
disebabkan oleh berbagai alasan, termasuk tekanan sosial dari masyarakat atau
pedagang, sehingga membuat penegakan peraturan menjadi lemah dan tidak efektif.

6. Kendala Infrastruktur:
Fasilitas pasar yang kurang memadai, seperti area parkir yang terbatas, lokasi berjualan
yang tidak strategis, dan kurangnya tempat sampah, juga menjadi penghambat dalam
pelaksanaan ketertiban di pasar. Tanpa infrastruktur yang mendukung, sulit bagi

pemerintah untuk menegakkan aturan secara efektif.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil evaluasi terhadap Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2014 tentang
Ketertiban Umum di Pasar Datuk Rubiah, Kecamatan Bangko, Kabupaten Rokan Hilir,
dapat disimpulkan bahwa implementasi Perda ini belum berjalan dengan efektif. Meskipun
beberapa aspek seperti penataan dan pembinaan pedagang kaki lima (PKL) telah mulai
diterapkan, upaya ini belum optimal. Banyak PKL yang masih belum mematuhi aturan yang
ditetapkan, disebabkan oleh kurangnya pemahaman dan sosialisasi mengenai peraturan
tersebut. Efisiensi dalam pelaksanaan Perda juga terhambat oleh keterbatasan sumber daya
dan sarana yang diperlukan, sehingga penegakan aturan belum konsisten. Namun
demikian, dari segi kecukupan dan pemerataan, kebijakan ini dinilai cukup berhasil karena
tidak ada kelompok yang merasa dirugikan secara signifikan.

Responsivitas pemerintah daerah terhadap keluhan dan kebutuhan masyarakat
masih perlu ditingkatkan. Hal ini penting agar peraturan yang ada dapat diterapkan dengan
lebih efektif dan dapat mencapai tujuan utama yaitu menciptakan pasar yang tertib,
nyaman, dan aman bagi semua pihak. Secara keseluruhan, untuk mencapai hasil yang lebih
baik, diperlukan evaluasi berkelanjutan dan peningkatan dalam pelaksanaan Perda No. 03
Tahun 2014, termasuk dalam hal sosialisasi, penegakan hukum, serta penyediaan fasilitas
yang memadai untuk mendukung ketertiban umum di Pasar Datuk Rubiah.
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